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PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN DAN HUMAN 









Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang paling banyak terjadi kasus kekerasan dan 
perdagangan manusia (human trafficking). Hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) yang terjadi pada perempuan maupun anak-anak. Dalam menangani tindak kekerasan dan 
human trafficking di Kalimantan Barat, sudah terdapat Pusat Pelayanan Terpadu yang dilakukan 
dengan berjejaring, tapi intervensi dan layanan terhadap korban belum meningkat baik. Sehingga 
dibuatlah Pusat Pelayanan Terpadu yang dirancang satu atap dengan tujuan sebagai tempat 
penyembuhan dan pengembangan korban kekerasan dan human trafficking. Bangunan dibuat  
dengan 4 fungsi yaitu fungsi pelayanan, hunian, pengelolaan dan pemeliharaan. Bangunan ini 
berfokus pada konsep healing architecture, dimana arsitektur berperan penting dalam pemulihan 
para pasiennya. Hasil dari konsep healing architecture ini menggunakan 7 prinsip dan di 
aplikasikan ke bangunan antara lain, penyusunan ruang yang jelas, membuat bangunan dengan 
elevasi lantai tinggi dan rendah, permainan gelap dan terang pada ruang, menanam vegetasi di 
jendela pasien, penggunaan bukaan besar yang langsung berhubungan dengan ruang luar, 
mengecat dinding dengan mural, dinding menjadi bagian yang organik dan hidup, serta 
penggunaan warna yang lembut. Dalam penerapan struktur menggunakan kolom bulat, lalu 
penerapan pada utilitas dan fisika bangunan menggunakan bahan plafond dan dinding yang 
kedap suara, serta penggunaan penghawaan alami dan buatan yang maksimal. 
 




West Kalimantan is one of the provinces with the most cases of violence and human trafficking. 
This is a violation of Human Rights (HAM) that occurs in women and children. In dealing with acts 
of violence and human trafficking in West Kalimantan, there is already an Integrated Service 
Center that is carried out by networking, but intervention and services for victims have not 
improved either. So that the Integrated Service Center was designed as a one-stop facility with 
the aim of healing and developing victims of violence and human trafficking. The building is made 
with 4 functions namely service, occupancy, management and maintenance functions. This 
building focuses on the concept of healing architecture, where architecture plays an important 
role in the recovery of its patients. The results of this healing architecture concept use 7 
principles and are applied to buildings, among others, the preparation of clear spaces, making 
buildings with high and low floor elevations, playing dark and bright in space, planting vegetation 
in patient windows, using large openings that are directly related with outdoor space, painting 
walls with murals, walls become an organic and lively part, and the use of soft colors. In the 
application of structures using round columns, then the application in the utility and physics of 
buildings using ceiling materials and soundproof walls, as well as maximum use of natural and 
artificial ventilation. 
 






Dampak globalisasi dan perkembangan teknologi dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran 
nilai sosial budaya. Hal ini membuat masyarakat hidup dengan pola individual dan konsumtif. 
Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa 
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pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan 
dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM) (Takariawan dan Putri, 
2018). 
Kekerasan dan human trafficking merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling 
kejam, korban yang paling rentan mendapatkan kekerasan adalah wanita dan anak. Fenomena 
kekerasan ini bukan merupakan kelainan individu tetapi karena adanya kesenjangan hak dan 
kewajiban serta peran laki laki dan perempuan. Peningkatan kekerasan terjadi seiring dengan 
kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai sifat individualis 
manusia. Kekerasan yang muncul merupakan akibat dari interaksi antar manusia. Interaksi yang 
terjadi dapat menimbulkan kekerasan karena perbedaan kepentingan dalam berkehidupan sosial 
(Anjari, 2014).  
Dari 34 provinsi di Indonesia, masing-masing provinsi merupakan sumber dan tujuan 
perdagangan manusia. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan 
perdagangan orang. Wilayah yang diperkirakan menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, dan Bali. Praktek human trafficking telah masuk ke daerah-daerah. Daerah Jawa Barat 
menempati posisi teratas sebagai daerah yang mengalami human trafficking pada 2015, dengan 
jumlah korban mencapai 2151 orang. Posisi ke dua ditempati Jawa Tengah dengan jumlah korban 
909 orang. Kalimantan Barat berada diposisi ke tiga dengan jumlah korban 732 orang (Deny, 2015)1. 
 





2016 2017 2018 2019 
KDRT 9 77 88 67 241 
Fisik 9 74 85 61 229 
Psikis 3 45 60 9 117 
Seksual 23 149 114 93 379 
Trafficking 2 5 26 8 41 
Penelantaran 2 17 24 2 45 
Eksploitasi 0 1 1 1 3 
Lainnya 0 13 29 26 68 
Jumlah 48 381 427 267 1123 
 
sumber: (Data Sistem Informasi Online DPPA, 2019) 
 
Jumlah korban dalam kasus kekerasan dan human trafficking dapat dilihat pada Tabel 1. 
Disebutkan bahwa kasus kekerasan dan Human trafficking pada tahun 2016 ke 2017 meningkat 
sebanyak 694%, lalu pada tahun 2017 ke 2018 meningkat sebanyak 12%, dan pada tahun 2018 ke 
2019 menurun sebanyak 37%. Kenaikan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017. Dari 
data tersebut diketahui bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang paling banyak 
terjadi kasus perdagangan manusia (human trafficking). Hal ini karena lokasi Kalimantan Barat tepat 
berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di daerah perbatasan sering terjadi perdagangan 
manusia terutama kaum perempuan. Daerah perbatasan ini mencakup 5 kabupaten yaitu Sambas, 
Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Tetapi kasus perdagangan manusia tidak hanya 
terjadi di daerah perbatasan, hal ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di Kota Singkawang 
dengan bentuk kasus pengantin pesanan.  
Penanganan trauma korban dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan sumber daya 
yang ada dalam diri korban dan meyakinkan bahwa korban memiliki potensi untuk keluar dari 
masalah trauma yang dialami. Orang-orang yang terlibat dalam hal ini antara lain psikolog, psikiater, 
konselor serta pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan dan pemberdayaan bagi korban. 
Dalam menangani tindak kekerasan dan human trafficking di Kalimantan Barat, sudah terdapat Pusat 
Pelayanan Terpadu yang dilakukan dengan berjejaring. Tapi intervensi dan layanan terhadap korban 
belum meningkat baik. Lembaga layanan yang tersedia masih terbatas, sedangkan korban kekerasan 
terus bertambah. Namun sayangnya, lembaga tersebut juga belum mampu menjangkau dan 
memenuhi layanan yang dibutuhkan oleh korban.  
Adapun tujuan dalam perancangan ini antara lain menciptakan suatu bangunan dengan fungsi 
baru yang tergolong dalam bangunan pelayanan umum; menghasilkan sebuah rancangan dengan 
memperhatikan pelayanan kesehatan beserta lingkungan pendukungnya sehingga dapat 
meningkatkan mutu kesehatan korban kekerasan dan human trafficking khususnya pada Provinsi 
Kalimantan Barat; memberikan wadah kepada seseorang melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang 
dapat melalui proses penyembuhan dan pengembangan diri di dalam area yang kondusif. 
 
2. Kajian Literatur 
 
Menurut Siahaan dalam Simanjuntak (2006), kekerasan dapat diartikan sebagai “penggunaan 
kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman 
                                                          
1 Deny, S. 2015. Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia, diakses dari 
https://www.liputan6.com/news/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia pada 
tanggal 20 Oktober 2019. 
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pemaksaan terhadap individu”. Menurut Poerwandari dalam Aisyah (2015) bentuk dari kekerasan 
dibagi menjadi empat, antara lain yang pertama kekerasan fisik, yaitu kekerasan dalam bentuk 
memukul, menampar, mencekik, dan lain-lain. Keuda kekerasan psikologis, yaitu kekerasan dalam 
bentuk berteriak-teriak, menyumpah, dan lain-lain. ketiga kekerasan seksual, yaitu kekerasan dalam 
bentuk melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, 
meraba, dan lain-lain. Keempat kekerasan spiritual, yaitu kekerasan dalam bentuk merendahkan 
keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakini. 
Kekerasan banyak terjadi di kalangan perempuan dan anak-anak. Banyak faktor yang mempengaruhi 
kekerasan terhadap wanita dan anak-anak yaitu: kesulitan ekonomi, ketidakpahaman, perilaku 
buruk, cemburu dan lainnya.  
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai perekrutan, pengiriman, 
pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan 
kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk 
memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. 
Dari pengertian Undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan beberapa Konvensi PBB yang 
berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk perdagangan orang, 
antara lain perburuhan migran legal maupun illegal, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja seks 
komersial/ekspoitasi seksual (termasuk pedofilia), adopsi palsu anak, pengantin pesanan (mai-order 
bride), pengemis, industri pornografi, peredaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh.  
Tindakan kekerasan dan human trafficking juga menyebabkan Post Traumatic Stres Disorder 
(PTSD).  Post Traumatic Stres Disorder (PTSD) didefinisikan sebagai suatu kejadian atau beberapa 
kejadian trauma yang dialami atau disaksikan secara langsung oleh seseorang berupa kematian atau 
ancaman kematian, cidera serius, ancaman terhadap integritas fisik atas diri seseorang. Kejadian 
tersebut harus menciptakan ketakutan yang ekstrem, horor, rasa tidak berdaya (Sadock dan Sadock 
dalam Wahyuni, 2016). Dengan demikian, PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomik, 
kerentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih setelah stres fisik maupun 
emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa (Nawangsih, 2014). 
Kasus kekerasan dan human trafficking ini membuat perlu adanya suatu wadah atau tempat 
untuk membantu mengatasi masalah kekerasan dan human trafficking. Seperti yang telah 
dimaksudkan di dalam Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  
5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dimana 
Pembentukan PPT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak 
korban yang ada di wilayah Indonesia dan luar negeri dengan memberikan layanan rehabilitasi 
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, bantuan hukum yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta perwakilan RI di luar negeri. 
Korban yang dapat dilayani PPT adalah saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang 
(human trafficking) dan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya. Jika 
korban adalah anak maka harus diberikan pelayanan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip non 
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Bentuk penyelenggaraan pusat 
pelayanan terpadi dibedakan menjadi 2 yaitu pelayanan satu atas (One Stop Service) dan pelayanan 
berjejaring. 
 
3. Lokasi Perancangan 
 
Pusat Pemilihan lokasi perancangan menggunakan standar penilaian site untuk Rumah Sakit. 
Menurut Zoraya (2010) kriteria standar penilaian rumah sakit merupakan fasilitas umum yang 
khusus, maka terdapat persyaratan-persyaratan tertentu mengenai lokasinya yaitu, adanya 
dukungan tenaga listrik, saluran komunikasi, dan drainase, jauh dari kebisingan, akses mudah 
tercapai, bebas polusi udara dan suara, ada Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penghijauan, dekat 





sumber: (Google Earth, dimodifikasi Penulis, 2019) 
Gambar 1: Lokasi terpilih Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
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Gambar tampak prancangan dapat dilihat pada Gambar 1. Lokasi yang terpilih berada di Jalan 
Dr. Soedarso, Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara dengan luas sebesar 
19000 m2 atau 1,9 Ha dengan fungsi kawasan pusat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan RTRW 
(Rencana Tata Ruang Wilayah). Tapak merupakan kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Kawasan Pusat Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit Sudarso. 
Kawasan perancangan ini memiliki landuse sebagai area pelayanan kesehatan. Koefisien Dasar 
Bangunan (KDB) adalah 60 % dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah 40 %. Tapak perancangan 
merupakah lahan kosong persawahan yang berada di Jalan Dr. Soedarso. View eksisting kawasan 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 2: Eksisting kawasan site Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
 
Pada data tapak perancangan, pemilihan lokasi didasar pada kriteria yang sudah di tetapkan, 
salah satunya adalah akses mudah tercapai, tapak perancangan ini mudah diakses dari pusat kota. 
Lebar jalan utama yaitu Jalan Dr. Soedarso ± 9 meter dengan perkerasan beton. Lalu terdapat bahu 
jalan dengan ukuran ± 2,2 meter yang digunakan sebagai jalur pejalan kaki. Keterangan tentang akses 




sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 3: Data tapak (Aksesibilitas) Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking 
di Kalimantan Barat 
 
Berdasarkan kriteria selanjutnya, tapak harus dekat dengan fasilitas penunjang salah satunya 
Rumah Sakit. Tapak perancangan ini mudah dijangkau dari dinas-dinas yang berhubungan dengan 
Pusat Pelayanan Terpadu, antara lain  Polda Kalimantan Barat, Rumah Sakit Soedarso, Dinas 
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Kesehatan Kalimantan Barat, dan Dinas Sosial Kalimantan Barat. Pertama dekat dengan Polda 
Kalimantan Barat dengan waktu dan jarak tempuh 6 menit-700 meter (Gambar 4 bagian A), Rumah 
Sakit Umum Soedarso dengan waktu dan jarak tempuh 3 menit-800 meter (Gambar 4 bagian B), 
Dinas Kesehatan Kalimantan Barat dengan waktu dan jarak tempuh 12 menit-6,4 kilometer (Gambar 
4 bagian C), serta Dinas Sosial Kalimantan Barat dengan waktu dan jarak tempuh 16 menit-9,2 
kilometer (Gambar 4 bagian D). 
 
 
sumber: (Google Maps, dimodifikasi Penulis, 2019) 
Gambar 4: Data Lokasi (Tautan Lingkungan) Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan  
dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
4. Landasan Konseptual 
 
Bangunan ini merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk menangani korban kekerasan 
dan human trafficking. Perancangan bangunan ini memiliki 4 fungsi yaitu fungsi pelayanan yang  
terdiri dari 6 pelayanan yaitu, pelayanan pengaduan, pelayanan rehabilitasi kesehatan, pelayanan 
rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan pelayanan reintegrasi 
sosial, fungsi hunian digunakan sebagai tempat tinggal sementara korban selama menjalani 
pelayanan-pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu, fungsi pengelolaan yang digunakan untuk 
mengatur semua kegiatan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu agar berjalan dengan baik dan fungsi 
pemeliharaan digunakan untuk memelihara seluruh bangunan  yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu 
agar berjalan dengan baik. Pada perancangan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan 
Human trafficking ini menggunakan konsep One Step Service with Healing Architecture. Konsep One 
step service atau konsep pelayanan terpadu satu atap digunakan dengan melihat situasi Konomi yang 
terjadi pada masa sekarang. Pada masa sekarang ini dibutuhkan sistem pelayanan yang 
komprehensif, sehingga diperlukan kelembagaan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat 
untuk dapat berurusan dengan pemerintah. Pelayanan yang terdapat pada bangunan pelayanan 
terpadu dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
 
sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 5: Tema Dan Konsep Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
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sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 6:  Skematik Ruang Luar Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
 
Skematik ruang luar dapat dilihat pada Gambar 6. Konsep tata ruang luar didapat dari 
kesimpulan analisis eksternal atau hasil analisis tapak yang terdiri dari zoning, perletakan, sirkulasi, 
orientasi dan vegetasi. Setelah terdapat konsep tata ruang luar kemudian dapat diwujudkan menjadi 
siteplan. Keseluruhan analisis yang telah didapat menghasilkan gambar tata ruang luar Pusat 
Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat. Pada gambar 
dijelaskan bangunan beserta zonanya, yang pertama terdapat zona semi publik yaitu bangunan 
Pelayanan Pengaduan. Kedua zona semi privat terdiri dari bangunan Rehabilitasi Kesehatan, 
Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pemberdayaan dan kantor pengelola. 
Ketiga zona privat terdiri dari bangunan kantor pengasuh dan rumah aman (shelter). Lalu yang 
terakhir zona servis terdiri dari bangunan servis. Perletakan bangunan perancangan ini dibuat 
menjauh dari jalan utama untuk mengurangi kebisingan dan polusi yang berasal dari jalan utama 
yaitu jalan Dr.Soedaro. Kebisingan ini diredam oleh bufferzone berupa pohon yang rimbun. 
Perletakan mempertimbangkan garis sempadan bangunan yang telah ditentukan didalam peraturan. 
Perancangan bangunan ini memiliki akses keluar masuk pada jalur yang sama, hal ini agar 
pengawasan menjadi lebih mudah. Bangunan menghadap langsung ke arah jalan utama yaitu Jalan 
Dr. Soedarso. Bangunan memiliki beberapa orientasi, orientasi pertama mengahadap jalan utama. 
Orientasi kedua menghadap ke bagian hall yang terdapat ditengah bangunan. Kantor pengasuh 
dijadikan area pembatas untuk menuju ke rumah aman. Elemen-elemen penyusun landscape terdiri 
dari pohon peneduh yang berada di depan bangunan yang digunakan sebagai bufferzone antara jalan 
dan bangunan. Terdapat pohon sebagai pagar dan ditanam mengelilingi bangunan pelayanan. Pohon 
pengarah digunakan untuk mengarahkan jalan yang mengelilingi site. Terakhir, terdapat tanaman 
hias dan tanaman aromaterapi yang baik untuk korban sehingga betah dan nyaman berada di tempat 
pemulihan ini. 
Analisis bentuk pada perancangan bangunan berasal dari bentuk site dengan luas 1,9 Ha. Lalu 
terjadi pengurangan bentuk terhadap masing-masing sisi bangunan dengan Garis Sepadan Bangunan 
(GSB). Lalu, terdapat pengurangan bentuk dari analisa tapak yang telah didapatkan, perletakan 
bangunan sesuai fungsi pada bangunan yaitu, fungsi Pelayanan (hijau), fungsi Hunian (kuning), fungsi 
Pengelola (ungu), dan fungsi Pemelihara (biru) (lihat Gambar 7 bagian B). Kemudian terdapat 
pengurangan bentuk pada bangunan pelayanan sehingga dipisahkan sebanyak 5 bangunan sesuai 
dengan jumlah pelayanan yaitu pelayanan Pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, 
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Bantuan Hukum dan Pemberdayaan. Pengurangan bentuk juga terdapat pada bentuk fungsi hunian 
(kuning), bentuk di pecah sesuai dengan jumlah rumah aman dan kantor pengasuh (lihat Gambar 7 
bagian C). Lalu terjadi pengurangan bentuk pada bangunan yang digunakan sebagai jalur sirkulasi 
antar bangunan pelayanan, pengurangan juga terjadi pada bangunan hunian dibuat taman untuk 
area pasien, pada bagian tengah digunakan untuk hall yang menjadi pusat bangunan dan zona 
peralihan antar zona yang dimanfaatkan untuk area interaksi bersama, transformasi bentuk dari 
persegi ke lingkaran yang melambangkan pusat bangunan yang terdapat pada bangunan pelayanan 
pengaduan dan kantor pengasuh (lihat Gambar 7 bagian D dan E). Kemudian terjadi pengurangan 
bentuk pada bagian lingkaran yang digunakan sebagai void (lihat Gambar 7 bagian F). Lalu terjadi 
penambahan pada bangunan bantuan hukum dan pemberdayaan sebagai ruang peralihan antar 
ruang pelayanan dan ruang petugas (lihat Gambar 7 bagian G). Terjadi penambahan massa pada 
lantai 2 sesuai dengan hitungan besaran dan kebutuhan ruang, lalu terdapat penambahan massa 
bangunan sebagai entrance, agar mudah mengetahui pintu masuk. Entrance pada bangunan dibuat 
tertutup (lihat Gambar 7 bagian H dan I).  
 
 
sumber: (Analisis Penulis, 2019) 
Gambar 7:  Analisis Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
 
Analisis struktur pada perancangan bangunan mempertimbangkan fungsi bangunan, kondisi 
tanah, jumlah lantai. Grid atau bentang yang digunakan pada bangunan pelayanan, pengelola dan 
servis adalah 6 meter berdasarkan kelipatan ruang dengan dimensi yang sama yaitu ruang tindakan 
atau poli yaitu 36m2. Sedangkan grid atau bentang yang digunakan pada bangunan hunian adalah 3 
meter berdasarkan kelipatan ruang dengan dimensi yang sama yaitu ruang tidur 9m2. Pada sub-
structure, pondasi menggunakan tiang pancang beton bertulang jenis mini pile dengan 
mempertimbangkan bangunan yang dirancang bertingkat dan kondisi tanah. Kemudian pada upper 
structure, kolom yang digunakan jenis kolom bulat beton bertulang yang berguna untuk keamanan 
para korban, rangka badan dan rangka lantai menggunakan konstruksi beton bertulang.  Untuk 
penutup dinding menggunakan bata ringan dengan pertimbangan bahan kedap suara sehingga cocok 
digunakan pada tempat yang memerlukan kondisi tenang.  Penutup lantai menggunakan keramik dan 
vynil. Keramik digunakan pada ruang-ruang umum seperti, lobby, apotek, lain-lain. Sedangkan vynil 
digunakan pada ruang pemeriksaan, ruang psikologi, ruang konsultasi hukum, dan lain-lain. 
Penggunakan vynil dengan pertimbangan bahan lantai halus, mudah dibersihkan dan tidak licin. 
Penutup plafond menggunakan gypsum karena lebih aman dan dapat menyerap panas sehingga 
udara lebih sejuk. Terakhir penggunaan atap bitumen, penggunaan atap bitumen karena jenis atap 
ini mampu meredam suara dari kebisingan sehingga tidak mengganggu pemulihan para korban. 
Analisis utilitas meliputi air bersih, air kotor (drainase dan sanitasi), jaringan listrik, keamanan 
kebakaran, tata udara, komunikasi dan informasi, dan persampahan. Pada analisis utilitas air bersih, 
sumber air bersih berasal dari PDAM dan sistem yang digunakan adalah down feed dan upfeed. Pada 
analisis air kotor (drainase dan sanitasi), air kotor akan dialirkan ke septictank bio dan bak kontrol. 
Setelah itu pembuangan air limbah dibawa ke saluran riol kota. Pada jaringan listrik, standar yang 
digunakan adalah standar kebutuhan penggunaan listrik untuk kegiatan sosial (pendidikan, 
kesehatan, dan peribadatan) adalah maksimal 40 watt/m2. Untuk Analisis kebakaran keamanan 
menggunakan detektor asap untuk mendeteksi asap otomatis, menggunakan APAP (Alat Pemadam 
Api Portabel) yang bergabung dengan kotak hidran, menggunakan hidran Kebakaran gedung dan 
kawasan. Keamanan bangunan juga memiliki titik kumpul untuk tahap penyelamatan. Pada 
keamanan bangunan menggunakan sistem CCTV. CCTV outdoor menggunakan CCTV jenis Waterproof 
Bullet Camera IP, lalu untuk CCTV indoor menggunakan CCTV jenis Speed Dome Camera. Pada sistem 
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udara, penghawaan buatan untuk ruang-ruang pengelola dan petugas menggunakan kipas angin 
gantung 85 watt, sedangkan untuk ruang-ruang poli/tindakan menggunakan AC split (1,5 PK) 1170 
watt. Kemudian pada analisis Komunikasi dan informasi menggunakan speaker outdoor dan indoor. 
Lalu yang terakhir analisis persampahan, area pembuangan dan pembakaran berada di dekat 
bangunan servis sebelum diangkut oleh mobil pengangkut sampah.  
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Gambar 8:  Siteplan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
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Keseluruhan analisis yang telah didapat, menghasilkan gambar siteplan Pusat Pelayanan 
Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking yang dapat dilihat pada Gambar 8. Siteplan 
menggambarkan keterhubungan tata ruang dalam dengan tata ruang luar serta penataannya. 
Perancangan bangunan ini memiliki akses keluar masuk pada jalur yang sama, hal ini agar 
pengawasan menjadi lebih mudah. Akses untuk menuju ke bangunan menghadap langsung ke arah 
jalan utama yaitu Jalan Dr. Soedarso. Pada gambar siteplan juga dijelaskan tentang perelatakan dan 
kebutuhan parkir yaitu terdapat 22 parkir mobil dan 48 parkir motor untuk Fungsi Pelayanan, 17 
parkir mobil dan 22 parkir motor untuk Fungsi Hunian, 21 parkir mobil dan 42 parkir motor untuk 
Fungsi Pengelola. Parkir dibuat dengan jalur masuk kedalam, hal ini agar tidak mengganggu sirkulasi 
jalan di dalam bangunan. Pada gambar siteplan juga dijelaskan bangunan beserta zona nya, yang 
pertama terdapat zona semi publik yang terdiri dari bangunan Pelyanan Pengaduan. Kedua zona semi 
privat terdiri dari bangunan Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Bantuan Hukum, 
Pelayanan Pemberdayaan dan kantor pengelola. Ketiga zona privat terdiri dari bangunan kantor 
pengasuh dan rumah aman (shelter). Lalu yang terakhir zona servis terdiri dari bangunan servis. 
Entrance utama berada pada bangunan pelayanan yang menghadap ke depan jalan utama yaitu Jalan 
Dr. Soedarso. Elemen-elemen penyusun landscape pada siteplan terdiri dari jalur hijau yang dijadikan 
sebagai pohon penedu hjuga sebagai  bufferzone antara jalan dan bangunan. Terdapat pohon yang 
digunakan sebagai pagar dan ditanam mengelilingi bangunan pelayanan. Terdapat pohon pengarah 
yang digunakan untuk mengarahkan jalan yang mengelilingi site. Yang terakhir terdapat tanaman 
hias dan tanaman aromaterapi yang baik untuk visual maupun penciuman agar korban dapat betah 
dan nyaman berada di tempat pemulihan.  
Selain siteplan, terdapat juga denah yang menjelaskan tentang tata ruang di dalam bangunan 
sehingga korban nyaman dan aman berada di dalam bangunan. Denah merupakan gambar yang 
menjelaskan keadaan tata ruang dalam pada bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan 
dan Human Trafficking. Gambar denah terdiri dari denah bangunan Pelayanan Pengaduan, Pelayanan 
Rehabilitasi Kesehatan lantai 1 dan 2, Pelayanan Rehabilitasi Sosial lantai 1 dan 2, Pelayanan Bantuan 
Hukum, Pelayanan Pemberdayaan lantai 1 dan 2, Kantor Pengasuh, Rumah Aman (Shelter), Kantor 
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Gambar 9: Denah Bangunan Pelayanan Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan  
dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah Pelayanan pengaduan dapat dilihat pada Gambar 9. Gambar denah pelayanan 
pengaduan menggambarkan susunan ruang lantai dasar yang merupakan zona semi publik. Hal ini 
karena pelayanan pengaduan merupakan pelayanan yang dapat dikunjungi oleh korban serta orang 
yang mengantar korban ke pusat pelayanan. Pelayanan pengaduan merupakan pelayanan pertama 
yang harus dilakukan. Terdapat ruang yang lebih tertutup yaitu ruang identifikasi, ruang ini 
merupakan ruangan tempat korban menjalani pengaduan. Terdapat dua ruang identifikasi yang 
diantaranya terdapat ruang koordinasi, ruang koordinasi digunakan oleh petugas untuk 
mendiskusikan pelayanan selanjutnya yang harus dilalui para korban. Pada area depan juga terdapat 
ruang hotline atau call center yang merupakan fasilitas untuk melakukan pengaduan melalui telepon. 
Pada bagian tengah bangunan terdapat void yang difungsikan untuk sebagai taman. 
Gambar denah pelayanan rehabilitasi kesehatan lantai 1 dapat dilihat pada Gambar 10. Entrance 
pada bangunan dibuat sedikit ke dalam agar privasi lebih terjaga. Gambar denah pelayanan 
rehabilitasi kesehatan menggambarkan susunan ruang lantai dasar yang merupakan zona semi 
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privat. Hal ini karena area pelayanan rehabilitasi kesehatan merupakan area khusus untuk korban 
dalam menjalani pemulihan. Pada denah lantai dasar diletakkan ruang yang bersifat umum seperti 
lobby, apotek, dan laboratorium. Terdapat ruang petugas pelayanan dan servis yang diletakkan 
dibelakang dan harus melewati ruang transisi. Perletakan lantai dasar sebagai ruang-ruang yang 
bersifat umum berdasarkan Konsep Healing Architecture dengan prinsip Metamorphosis yaitu 
bangunan terdiri dari bagian yang rendah dan tinggi, dimana rendah digunakan untuk ruang bersifat 
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Gambar 10: Denah Bangunan Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Lantai 1 Pusat Pelayanan Terpadu Korban 
Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura 
 
Volume 8 / Nomor 1 / Maret 2020  Hal 377 
Gambar denah Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Lantai 2 dapat dilihat pada Gambar 11.  
Merupakan zona semi privat. Dilantai dua ini tediri ruangan khusus yang digunakan untuk pelayanan 
rehabilitasi kesehatan antara lain, ruang tindakan poli umum, ruang tindakan poli kulit dan kelamin, 
ruang tindakan poli anak, ruang tindakan poli ortopedi, ruang tindakan poli kandungan, ruang dokter, 
ruang perawat, ruang rekam medis, ruang rontgen, dan ruang tunggu pasien. Perletakan lantai dua 
bersifat khusus berdasarkan Konsep Healing Architecture dengan prinsip Metamorphosis yaitu 
bangunan terdiri dari bagian yang rendah dan tinggi, dimana rendah digunakan untuk ruang bersifat 
umum, dan tinggi untuk ruang yang bersifat khusus. Pada bangunan ini memiliki bukaan kecil yaitu 
jendela yang dibuat dan disesuaikan dengan ukuran badan korban. 
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Gambar 11: Denah Bangunan Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Lantai 2 Pusat Pelayanan Terpadu Korban 
Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah pelayanan rehabilitasi sosial lantai 1 dapat dilihat pada Gambar 12. Merupakan 
zona semi privat. Entrance pintu masuk dirancang sedikit kedalam untuk privasi. Denah bangunan 
rehabilitasi sosial ini juga menggunakan prinsip Methamorposis yang membedakan bagian rendah 
dan tinggi bedasarkan ruang yang bersifat umum dan khusus. Pada denah lantai satu terdiri dari 
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ruang tunggu dan lobby yang bersifat umum. Terdapat ruang petugas pelayanan dan servis yang 
diletakkan dibelakang dan harus melewati ruang transisi. Terdapat bukaan yang mengahadap 
langsung ke taman, bukaan besar pada bangunan membuat kesan ruangan menjadi tidak terisolir. 
Taman yang ada pada bangunan dikhususkan untuk korban yang menjalani pemulihan di bangunan. 
Didalam bangunan ditanam tanaman, seperti tanaman pandan sebagai tanaman aromaterapi. Taman 
yang ada pada bangunan dikhususkan untuk korban yang akan menjalani pemulihan di bangunan. 
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Gambar 12: Denah Bangunan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lantai 1 Pusat Pelayanan Terpadu Korban 
Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah pelayanan rehabilitasi sosial lantai 2 dapat dilihat pada Gambar 13. Merupakan 
zona semi privat. Dilantai dua ini tediri ruangan khusus yang digunakan untuk pelayanan rehabilitasi 
sosial antara lain, ruang konseling, ruang psikologi, ruang psikiatri dan ruang tunggu pasien. Denah 
bangunan rehabilitasi sosial ini menggunakan prinsip Methamorposis yang membedakan bagian 
rendah dan tinggi bedasarkan ruang yang bersifat umum dan khusus. Untuk menuju ke ruang-ruang 
pemeriksaan terdapat ruang tunggu pasien yang tertutup pintu secara khusus. Pada bangunan ini 
memiliki bukaan kecil yaitu jendela yang dibuat dan disesuaikan dengan ukuran badan korban. 
Bukaan ini berada pada setiap ruangan, bukaan ini digunakan untuk memaksimalkan pencahayaan 
yang ada, dan mengurangi kesan tertutup pada bangunan. Pada bangunan ini memiliki bukaan kecil 
yaitu jendela yang dibuat dan disesuaikan dengan ukuran badan korban. Bukaan ini berada pada 
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setiap ruangan, bukaan ini digunakan untuk memaksimalkan pencahayaan yang ada, dan mengurangi 
kesan tertutup pada bangunan. Bukaan ini berada pada setiap ruangan.  
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Gambar 13: Denah Bangunan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lantai 2 Pusat Pelayanan Terpadu Korban 
Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah pelayanan bantuan hukum lantai 1 dapat dilihat pada Gambar 14. Merupakan 
zona semi privat. Pelayanan bantuan hukum merupakan pelayanan untuk korban menyelasaikan 
masalah hukum yang dihadapinya. Pelayanan hanya dapat di kunjungi oleh korban dan pendamping 
korban.  Entrance pintu masuk dirancang sedikit kedalam untuk privasi. Pada denah bangunan terdiri 
dari ruang identifikasi, ruang database kasus, ruang manager kasus, ruang tunggu, ruang petugas 
pelayanan, serta servis. Terdapat  ruang khusus yang berguna untuk permasalahan hukum yang 
hanya dapat melalui satu pintu, hal ini karena setiap bangunan saling berhubungan dan memiliki 
aktivitas yang privasi. Untuk ke bagian ruang petugas pelayanan dan ruang servis dibuat ruang 
transisi untuk kenyamanan korban saat melakukan pelayanan hukum. Dari ruang pelayanan menuju 
ke ruang petugas pelayanan diberikan ruang transisi. Terdapat taman khusus yang berada di dalam 
bangunan yang berguna sebagai taman untuk korban yang bersifat privasi.  
Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura 
 
Volume 8 / Nomor 1 / Maret 2020  Hal 380 
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Gambar 14: Denah Bangunan Pelayanan Bantuan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan 
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Gambar 15: Denah Bangunan Pelayanan Pemberdayaan Lantai 1 Pusat Pelayanan Terpadu  
Korban Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah pelayanan pemberdayaan lantai 1 dapat dilihat pada Gambar 15. Gambar denah 
pelayanan pemberdayaan lantai dasar merupakan zona semi privat. Entrance pintu masuk dirancang 
sedikit kedalam untuk privasi. Pada denah bangunan terdiri dari ruang tunggu, ruang daftar, ruang 
petugas pelayanan serta ruang servis. Tidak berbeda dari bangunan pelayanan lain, denah bangunan 
pemberdayaan lantai 1 ini juga menggunakan prinsip Methamorposis yang mebedakan bagian 
rendah dan tinggi bedasarkan ruang yang bersifat umum dan khusus.  
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Gambar 16: Denah Bangunan Pelayanan Pemberdayaan Lantai 2 Pusat Pelayanan Terpadu  
Korban Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah pelayanan pemberdayaan lantai 2 dapat dilihat pada Gambar 16. Gambar denah 
pelayanan pemberdayaan lantai dasar merupakan zona semi privat. Pada denah bangunan terdiri 
dari ruang praktek menjahit, ruang praktek handycraft, ruang kelas, dan ruang perpustakaan. Ruang 
ruang tersebut meruapakan ruang-ruang yang bersifat khusus. Tidak berbeda dari bangunan 
pelayanan lain, denah bangunan pemberdayaan lantai 2 ini juga menggunakan prinsip 
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Gambar 17: Denah Bangunan Kantor Pengasuh Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan  
dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah kantor pengasuh dapat dilihat pada Gambar 17. Bangunan kantor pengasuh 
merupakan zona privat. Bangunan kantor pengasuh berbentuk lingkaran untuk penjagaan korban. 
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Pada bagian tengah bangunan terdapat void yang difungsikan untuk sebagai taman. Pada bangunan 
terdapat ruang tunggu yang digunakan untuk kerabat dan keluarga menunggu untuk bisa bertemu 
dengan korban. tidak jauh dari ruang tunggu terdapat ruang jaga yang digunakan sebagai pusat 
informasi dan jaga korban. terdapat ruang besuk sebanyak dua ruang yang berada di area belakang 
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Gambar 18: Denah Bangunan Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan  
dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
 
Gambar denah rumah aman (shelter) dapat dilihat pada Gambar 18. Rumah aman ini berfungsi 
sebagai tempat tinggal sementara bagi korban yang menjalani pemulihan dan pelayanan. Bangunan 
rumah aman merupakan bangunan dengan 1 lantai. Bangunan memiliki 4 kamar yang dapat dihuni 
oleh 2 orang dalam 1 kamar. Terdiri dari ruang tidur, ruang diskusi, ruang makan dan toilet. 
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Gambar 19: Denah Bangunan Kantor Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan  
dan Human trafficking di Kalimantan Barat 
Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura 
 
Volume 8 / Nomor 1 / Maret 2020  Hal 383 
Gambar denah kantor pengelola dapat dilihat pada Gambar 19. Kantor pengelola merupakan 
bangunan 1 lantai yang digunakan untuk petugas-petugas yang mendukung berjalannya pusat 
pelayanan terpadu. Pada denah terlihat ketika masuk pada pintu utama terdapat lobby. Kemudian 
terdapat dua bagian, pada bagian kiri terdapat ruang-ruang khusus kerja, lalu pada bagian kanan 
digunakan untuk ruang yang bersifat umum seperti toilet dan ruang ibadah. 
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Gambar 20: Denah Bangunan Servis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
 
Denah bangunan servis dapat dilihat pada Gambar 20. Bangunan servis merupakan bangunan 1 
lantai yang berfungsi untuk mewadahi ruang-ruang servis. Bangunan servis diletakkan paling 
belakang untuk menjauhi bangunan pelayanan. Bangunan servis terdiri dari ruang cleaning service, 
ruang pompa, ruang mesin genset, ruang pompa, ruang cctv, ruang cuci, dapur dan gudang.  
Tampak bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking di 
Kalimantan Barat menjelaskan tampak bangunan dari empat sisi yaitu depan, belakang, kanan dan 
kiri. Tampak depan memperlihatankan entrance masuk utama yaitu melalui bangunan Pelayanan 
Pengaduan bagi korban yang akan berobat dapat dilihat pada Gambar 21 bagian 1. Tampak belakang 
bangunan memperlihatkan bangunan kantor pengelola dan bangunan rumah aman dapat silihat 
pada Gambar 21 bagian 2. Tampak kanan menampilkan area pengaduan, rehabilitasi sosial, bantuan 
hukum dan kantor pengelola dapat dilihat pada Gambar 21 bagian 3. Tampak kiri bangunan 
menampilkan bangunan pengaduan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan serta rumah aman dapat 




sumber: (Penulis, 2019) 
Gambar 21: Tampak Kawasan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
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Gambar potongan menunjukan potongan bangunan disisi atau arah tertentu. Pada gambar 
potongan menjelaskan tentang sistem konstruksi pada perancangan dalam bangunan, seperti 
konstruksi pondasi, lantai, dinding, atap dan lainnya. Gambar potongan kawasan ini terdiri dari dua 
buag gambar yaitu potongan A-A (lihat Gambar 22) dan potongan B-B (lihat Gambar 23).  
Potongan A-A merupakan potongan horizontal pada kawasan dapat dilihat pada Gambar 26. 
Pada gambar potongan A-A menunjukkan potongan area bangunan pelayanan bantuan hukum dan 
bangunan pelayanan pemberdayaan. Elevasi pada gambar potongan ini terlihat bahwa tinggi lantai 
dari tanah adalah 60 cm, menggunakan pondasi tiang pancang mini pile dengan jumlah tiang 4 buah 
berdasarkan beban yang telah dihitung. Konstruksi atap menggunakan atap baja ringan karena 
menggunakan bentang 6 meter. Dinding, kolom, balok, dan sloof menggunakan rangka beton 
bertulang dan bahan penutup dinding menggunakan bata ringan.  
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Gambar 22: Potongan Kawasan A-A Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
 
Potongan B-B merupakan potongan horizontal pada kawasan, dapat dilihat pada Gambar 23. 
Pada gambar potongan B-B menunjukkan potongan area bangunan kantor pengelola, hall dan 
bangunan pelayanan pengaduan. Elevasi pada gambar potongan ini terlihat bahwa tinggi lantai dari 
tanah adalah 60 cm, menggunakan pondasi tiang pancang mini pile dengan jumlah tiang 4 buah 
berdasarkan beban yang telah dihitung. Konstruksi atap menggunakan atap baja ringan karena 
menggunakan bentang 6 meter. Dinding, kolom, balok, dan sloof menggunakan rangka beton 
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Gambar 23: Potongan Kawasan B-B Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
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Gambar 24: Suasana Eksterior Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  
di Kalimantan Barat 
 
Gambar suasana eksterior pada bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan 
Human trafficking menunjukan suasana eksterior bagian depan bangunan pelayanan pengaduan 
yang menjadi entrance utama bagi korban sebelum melakukan pelayanan, dapat dilihat pada 
Gambar 24 bagian 1. Suasana eksterior menampilkan bagian depan kawasan dari View sebelah 
kanan, dapat dilihat pada Gambar 24 bagian 2. Kemudian suasana eksterior juga menampilkan 
bagian jalur pedestrian yang berada di tengah bangunan digunakan sebagai penyatu tiap bangunan 
pelayanan, dapat dilihat pada Gambar 24 bagian 3. Eksterior juga menampilkan bagian healing 
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garden yang terdapat dirumah aman, berguna sebagai taman pemulihan dengan tanaman 
aromaterapi yang ditanam disetiap pot, dapat dilihat pada Gambar 24 bagian 4. Suasana rumah 
aman yang dirancang agar pasien merasa seperti dirumah sendiri dengan memperhatikan prinsip 
Healing Architecture yaitu The Unity of From and Function, dapat diliat pada Gambar 24 bagian 5. 
Suasana gazebo yang disediakan untuk korban dibuat tertutup agar tetap bisa berinteraksi sosial 
dengan nyaman, dapat dilihat pada Gambar 24 bagian 6.  
Gambar suasana inteiror Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking di 
Kalimantan Barat. Gambar suasana interior menampilkan suasana ruang identifikasi yang berada 
pada bangunan pelayanan pengaduan, interior dibuat dengan finishing cat dengan warna-warna 
yang lembut serta dengan permainan cahaya sesuai dengan prinsip Healing Architecture, dapat 
dilihat pada Gambar 25 bagian 1. Gambar suasana interior juga menampilkan ruang rehabilitasi 
kesehatan yang dirancang menggunakan warna biru sehingga membuat korban nyaman berada 
didalam ruang, dapat dilihat pada Gambar 25 bagian 2. Gambar suasana interior menampilkan ruang 
rehabilitasi sosial dengan unsur warna biru dan hijau serta warna alam seperti kayu, dapat dilihat 
pada Gambar 25 bagian 3. Gambar suasana interior menampilkan ruang konsultasi hukum yang 
dirancang dengan warna biru dan dengan permainan cahaya, dapat dilihat pada Gambar 25 bagian 4. 
Lalu yang terakhir ruang pemberdayaan yaitu ruang praktek menjahit dirancang dengan warna hijau 
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Gambar 25: Suasana Interior Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking  




Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan ini yaitu perancangan Pusat Pelayanan 
Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking di Kalimantan Barat merupakan solusi bagi 
masyarakat untuk mmenuhi kebutuhan tempat bagi korban kekerasan dan Human Trafficking. Selain 
itu, Pusat Pelayanan terpadu memiliki lima bangunan yang sesuai dengan peruntukannya.  Fasilitas 
yang disediakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking antara lain, 
Fungsi Pelayanan yang terdiri dari 5 pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan rehabilitasi 
kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan pemberdayaan. 
Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Human trafficking juga menyediakan Fungsi Hunian 
yang digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi korban yang sedang melakukan pelayanan dan 
pemulihan.  
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